
 

  

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN  WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR  24  TAHUN 202320 

21 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA 

TANGERANG TAHUN 2021-2025  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANGERANG, 

 

Menimbang : a. bahwa Road Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 
Tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 
17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025, namun 
dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Tahun 2020-2024 maka Peraturan Wali Kota 
sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali;  

                        b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota  
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 
Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tigkat II Tangerang (Lembaran Negara 
republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 

8. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 
2021-2025 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 
Nomor 17); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA 
TANGERANG TAHUN 2021-2025. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 
Tangerang Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kota Tangerang 
Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 dihapus dan 
ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kota Tangerang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.  

4. Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang 
birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan 
melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah 
bertahap konkret realistis, sungguh-sungguh , berpikir 
diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma 
dengan upaya luar biasa.  

5. Road Map Birokrasi adalah Rencana Kerja Rinci dan 
Berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan 
reformasi birokrasi pemerintah daerah kurun waktu 5 
(lima) tahun mendatang.  

6. dihapus.  

7. dihapus.  

8. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang 
selanjutnya disebut Zona WBK adalah penentuan satu 
unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi 
secara menyeluruh sebagai contoh unit kerja lainnya. 

9. Reformasi Birokrasi General adalah  strategi 
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan 
masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang 
menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber 
pada tata kelola pemerintahan. 

10. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi 
pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu 
strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang 
muncul di masyarakat terkait dengan agenda program 
Pembangunan Nasional dan Daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 2 

 

a. Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah.  

b. Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk 
memberikan arah dan digunakan sebagai acuan 
pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat 
Daerah Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi 
pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, 
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, 
kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai 
dasar dan kode etik aparatur Negara.  

 

3. BAB II dihapus 

 

 

 



4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 3 

 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi : 

a. Reformasi Birokrasi General; dan 

b. Reformasi Birokrasi Tematik. 

 

5. BAB III dihapus. 

 

6. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 4 

 

Pelaksanaan  Road Map Reformasi  Birokrasi  Pemerintah 
Daerah Tahun 2020-2024  berpedoman pada Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. 

 

7. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4A 

 

Pelaksanaan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota. 

 

8. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.  

(2) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

(3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat.  

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 

 

 

Ditetapkan di Tangerang 

pada tanggal 28 April 2023       

 

WALI KOTA TANGERANG, 

 

  

 Cap/ttd 

 

 

   

   ARIEF R.WISMANSYAH 

 

 

 

Diundangkan di Tangerang 

pada tanggal  28 April 2023  

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

  

   

 Cap/ttd 

  

 

                HERMAN SUWARMAN 

 
 
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 24 


